BABII

KONSEP JUAL BELI SALAMDALAM ISLAM DAN KONSEP JUAL BELI

DALAM UUPK NO 8 TAHUN 1999

A. Jual Beli Dalam Islam

a.

Pengertian Jual Beli Salam

As-Salam (L5) dalam istilah fikih disebut juga as-Salaf GLw).

Secara etimologis, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu
mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata as-
Salam biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan
kata as-Salaf biasanya digunakan oleh orang-orang Irak.

Secara terminologis, safam adalah menjual suatu barang yang
penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barangM yang ciri-cirinya
disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahuly,
sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.' Selain definisi salam di
atas, terdapat beberapa definisi lain mengenai salam yang berkembang
dikalangan fuqaha, antara lain:?

Fugaha Syafi’iyah dan Hanafiyah mendefinisikan jual beli salam

adalah:

''M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2003), 143

598

2 Wahbah al-Zuhaili, 2/-Figh al-Islami Wa adillatuby, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 1984),
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Artinya: "Swvatu akad untuk meyediakan barang dengan ciri-ciri
tertentu yang diserahkan pada suvatu waktu tertentu

dengan pembayaran harga dimuka (pada saat akad). »

Fuqaha Malikiyah mcndcfinisikan jual beli salam scbagai berikut:
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Artinya: "Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan
barangnya diserahkan sesuai demgan waktu yang
disepakati’™

b. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli salam ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil al-
Quran, al-Hadits, dan Ijma’ (kesepakatan ulama’), yaitu diantaranya:

1. Firman Allah yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli salam

terdapat dalam surat al- Baqarah ayat 282:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis
diantara kamu menuliskannya dengan benar...””

3 Al-Khatib Al-Syarbini, Mugni al-Mubhtaj IIl, (Beirut: Dar al Kutub al Iimiah,t.t), 3
4 Nasroen Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 147
’ Departemen R, AJ-Qur’an dan Terjemahannyas, (Jakarta, CV. Pustaka Agung, 2006),70



21

2. Hadits Nabi yang menerangkan tentang hukum jual beli salam, yaitu:
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Artinya: "Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu orang
banyak sedang mengadakan salam pada tamar untuk jangka
waktu dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan

dalam harga yang diketahui dan timbamgan yang diketahui,
hingga masa yang diketahui. b

Sabda Rasulullah SAW ini muncul ketika beliau pertama kali
hijrah ke Madinah, dan mendapati para penduduk Madinah melakukan
transaksi jual beli salam. Jadi Rasulullah SAW membolehkan jual beli
salam asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan
jelas, dan ditentukan waktunya.7
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Artinya: “Aku bersaksi bahwa as-salaf yang dijamin untuk waktu
tertentu  benar-benar  dihalalkan Allah di dalam
kitabullahdan diizinkan.” Kemudian ia membaca Allah: “Hai
orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya
kamu menuliskannya dengan benar. &

® Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah
Bukhari Ju'fi, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al Fikh, 1992), 61

7 Nasroen Haroen, Figih Muamalah, 148

¥ Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II, h. 482. Hadis no. 3463,
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Berdasarkan kedua hadits tersebut, jual beli sa/am ini hukumnya
dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya
yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan
syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli
salam juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan
penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam

pembayaran.’

¢. Rukun Dan Syarat Jual Beli Salam

Adapun rukun jual beli sa/am menurut jumhur ulama, selain

Hanafiyah, terdiri atas:'’

1.

2.

Al-Aqid, adalah orang yang melakukan akad.

Objek jual beli salam

Barang yang dijadikan scbagai objek jual beli disebut dengan a/-Muslam
Fih.

Sigat (Ijab dan Qabul)

Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan
ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek
perikatan.

Adapaun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam

adalah sebagai berikut:

° Burhanuddin S., Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 213
Y Mardani, Figih Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012),114



23

a. Syarat orang yang berakad (A/- Agid)

Ulama’ Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan agid harus
berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang
pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta
berumur minimal 7 tahun. Adapun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah
mensyaratkan agid harus balig (terkena perintah syara’), berakal, telah
mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama
Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang
sederhana atas seizin walinya.''

b. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, antara lain:
1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh
pihak yang terlibat dalam transaksi.
2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah
disepakati.
3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
c. Syarat yang terkait dengan barang, diantaranya:
1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual.
2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas. Misalnya dengan

disebutkan jenis, ciri-ciri, macam dan ukurannya.

" Rahmat Syafi’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006),54
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3) Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad
berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.

4) Barang yang dipesan dalam akad salam harus berupa al- misliyat,
yakni barang yang banyak padanannya di pasaran yang
kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau
timbangan. Pendapat ini menurut Ulama’ Hanafiyah, Syafi’iyah
dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah, akad salam
dibolehkan atas barang a/- gimiyyah yaitu yang dapat dinyatakan
dengan kriteria tertentu.'?

5) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. 13

6) Disebutkan tempat penyerahan barang pesanannya.

d. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang
1) Syarat tentang waktu penyerahan barang
Mengenai tenggang waktu penyerahan barang, ulama
Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan. Sedangkan
ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan.
Wahbah az-Zuhayli (guru besar figih Islam Universitas Damaskus)
menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat

bergantung pada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya

2. Ghutron Mas’adi, Figh Mu'amalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002),148

Y Burhanuddin S. Hukum Kontrak Syariah(Semarang : PT. Prestasi Pustakaraya, 2010),
215.
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diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad
dan tradisi (54 yang berlaku pada suatu daerah."*
2) Syarat tentang tempat penyecrahan barang.

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat
untuk penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan
apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya
pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan
tempat penyerahan barang pesanan, seperti di tengah gurun.
Namun, apabila tempat terjadnya transaksi itu layak dijadikan
tempat penyerahan atau untuk membawanya tidak diperlukan
biaya pengiriman, maka tidak harus menunjuk tempat penyerahan
barang.

e. Syarat ljab dan Qabul (Sighat)

Sighat adalah pernyataan ijab dan qabul, ijab adalah pernyataan
yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi
yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun qabul
adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan

atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.'®

' M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada,2003),146

'S Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami Wa adillatuhu, Juz I'V, (Damaskus: Darul Fikr, 1984),
348
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Adapun syarat-syarat ijab qabul yang harus dipenuhi dalam jual
beli salam adalah:

1) Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan qabul harus
jelas dan terdapat kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh
masing-masing pihak.

2) Pelaksanaan ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam
suatu majlis.

3) Menggunakan kata as-salam atau as-salaf.

B. Jual Beli Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai kepentingan, dan
hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan individu
dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin
pada hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum atas peristiwa-
peristiwa tertentu, hak dan kewajiban dirumuskan dalam berbagai kaidah
hukum tergantung dari isi kaidah tersebut,'® ketergantungan mutualistik
kehidupan individu dan sosial telah melahirkan sistem pertukaran bahan atau
menurut kebiasaan disebut dengan istilah jual beli.

Perkembangan dibidang perindustrian dan perdagangan nasional

terlah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikomsumsi,

'6 johanes ibrahim dan lindawati sewu,hukum bisnis dalam persepsi manusia modemn
Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012),17
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pemenuhan kebutuhan mengenai barang dan jasa yang diinginkan
menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha,
maka dirasa perlu adanya pemberdayaan konsumen melalui seperangkat
undang-undang yang tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen dan
bukan untuk melumpubkan para pelaku usaha namun justru agar dapat
mendorong iklim usaha yang sehat dan lahimya perusahaan yang tanggung
dalam menghadapi melalui persediaan barang dan jasa yang berkualitas.'’
a. Pengertian Jual Beli
Secara bahasa dan istilah pengertian jual beli tidak diterangkan
dalam Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Tetapi sehubungan dengan perjanjian jual beli, menurut
KUH Perdata pasal 1457 jual beli adalah suatu perjanjian atau
persetujuan, dengan mana yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang
telah dijz:mjikan.'8 Maka kewajiban utama pelaku usaha dalam hal ini
adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya.
Menyerahkan barang diartikan memindahkan penguasaan atas
barang yang dijual dari tangan penjual kepada pembeli. Dalam konsep
hukum perdata yang berlaku di Indonesia, jual beli merupakan perjanjian

obligatoir, bukan perjanjian kebendaan. Karena itu penjual masih wajib

'7 rahayu kartini, hukum komersial, (Malang : Universitas Muhammadiyah, 2006),208
' Subekti dan Tjirasudibio, Kifab Undang-undang Perlindungan Konsumen, 366
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menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, baik penyerahannya
secara lansung atau bertahap sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Yang dimaksud dengan menanggung disini adalah kewajiban
penjual untuk memberi jaminan atas kenikmatan, ketentraman dan
jaminan dari cacat-cacat tersembunyi (hidden defects).

Jadi jual beli dapat disimpulkan suatu perjanjian tukar menukar
benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua
belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain
menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah
disepakati.

b. Landasan Hukum Jual Beli.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen tersebut, telah ada beberapa undang-
undang yang secara tidak langsung bertujuan untuk memberikan
perlindungan keamanan, keselamatan dan kesehatan kepada konsumen
yang disebutkan sebagai berikut:"

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Stb. 1847
Nomor 23, bagian Hukum perikatan (Buku III), khususnya mengenai
wanprestasi (Pasal 1236 dan seterusnya) dan perbuatan melawan hukum

(Pasal 1365 dan seterunya).

1 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT. Grasindo, 2006),96-97
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Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
pasal-pasal tersebut mengatur perbuatan yang berkaitan dengan
perlindungan kepada pembeli dan perlindungan kepada pihak-pihak yang
terkait dalam perjanjian.

Dari landasan hukum di atas terlihat bahwa demi mencapai
kesejahteraan masyarakat seutuhnya, pemerintah dan lembaga ataupun
yayasan yang bergerak di bidang perlindungan konsumen benar-benar
menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan rakyatnya tinggal
bagaimana para pelaku usaha dan konsumen mengaplikasikan semua itu
dalam kehidupan sehari-hari.

Subjek dan Objek Jual Beli
1. Subjek jual beli
1) Konsumen
Konsumen adalah peng-indonesiaan dari istilah asing,
inggris yaitu consumer dan belanda consument, secara harfiyah
diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang
tertentu atau menggunakan jasa tertentu.” Atau “sesuatu atau
seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah

barang” ada juga yang menyatakan “setiap orang yang
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menggunakan barang atau jasa,20 undang-undang perlindungan
konsemen (UUPK) mendefinisikan konsumen sebagai “setiap
orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.”?' Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa
konsumen adalah pengguna terkhir konsumen disini merupakan
pembeli barang dan jasa.

Berdasaran pengertian diatas AZ. Nasution menjelaskan
yang dimaksud dengan naturlijke person atau individu bukan badan
hukum,?

2) Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kgiatan
dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik diri sendiri
maupun bersama-sama melakukan perjanjian penyelenggaraan
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi diantaranya : perusahaan,

BUMN, koperasi, importer, pedagang dan lain-lain.

2 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen,(Nusa Media Ujung Berung,
2008),8

2! Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2

22 Az. Nasution, Perfindungan Hukum Konsumen Tinjauan Singkat UU No 8 Tahun 1999,5
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2. Objek jual beli
Yang termasuk obyek jual beli menurut hukum perlindungan
konsumen adalah :

1) Barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud,
baik bergerak atau tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak
dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

2) Jasa adalah sectiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau
prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan
konsumen baik pengertian barang dan jasa ini dibatasi oleh
undang-undang misalnya jasa dalam bidang kesehatan atau medis,
pendidikan baik secara umum maupun agama, konsultasi, dan lain-
lain.

d. Hak dan kewajiban konsumen
Signifikan pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang
merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu Negara
kesejahteraan, karena undang-undang Dasar 1945 disamping sebagai
konstitusi yang mengandung ide Negara konstitusi ekonomi, yaitu
konstitusi yang mengandung ide Negara kesejahteraan yang tumbuh

berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas.



Melalui undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen, yaitu:
1. Hak-hak Konsumen

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen

(UUPK), Hak-hak Konsumen adalah :

1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
darn/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan wupaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif;
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8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya;

. Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen,

Kewajiban Konsumen adalah :

1) Mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan;

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil
yang optimum atas perlindungan dan atau kepastian hukum bagi
dirinya.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama

pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
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berdasarkan lima asas yang tercantum dalam pasal-pasal Undang-

undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sebagai

berikut:?

a. Asas manfaat.

b. Asas keadilan.

c. Asas keseimbangan.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen.
e. Asas kepastian hukum

e. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal | angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 pelaku usaha

adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

24

Berdasarkan Directive, pengertian "produsen” meliputi:®

(1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang

manufaktur.

(2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.

2 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, (PT. Citra Aditya Bakti, 2006),31-33
2 Asa Mandiri, Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU RI Nomor 8 Tahun 1999),2
 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, (PT. Citra Aditya Bakti, 2006),49
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Siapa saja yang membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda
lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu
barang.

Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan

konsumen termuat dalam Bab III bagian kedua dari Pasal 6 dam pasal 7.

a.

Hak pelaku usaha adalah:

D

2)

3)

4)

5)

Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik;

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian sengketa konsumen,;

Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa
yang diperdagangkan;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang

lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

1)

Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya;



2)

3)

4)

5)

6)

7)

Memberikan informasiyang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Memperlakukan atau melayani konsumen se cara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan
atau jasa yang berlaku;

Member kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau
mencoba barang dan atau jasa tertentu seta member jaminan dan
atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
Member kompensai, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau
jasa yang diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila
barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

dengan perjanjian;
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f. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2

Perlindungan konsumen yang berasaskan kemanfaatan, keadilan,

keseimbangan, keamanan dan kesclamatan konsumen, serta kepastian

hukum

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan

b

2)

3)

4)

5)

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kcmandirian konsumen
untuk melindungi diri;

Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan jasa;
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan
dan menuntut hak-haknya scbagai konsumen;

Menciptakan systcm perlindungan konsumen yang mengandung unsure
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha;



6) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, keschatan,
kenyamanan, keamanaan, dan keselamatan konsumen;

g. Tahapan-tahapan Dalam Transaksi Jual Beli

1. Tahapan Pra Transksi

Tahapan transaksi sebelum adanya perjanjian atau transaksi
knsumen, yaitu kecadaan-kcadaan atau peristiwa scbelum konsumen
memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang diedarkan
konsumen.

Pada tahapan pra transaksi sesuai dengan haknya sebagai
konsumen dapat mencari informasi mengenai kebutuhan antara lain
syarat-syarat yang perlu dipenuhi atau disediakan barang tersebut.
Informasi ini dapat diperoleh langsung dari produsen penjual atau
melalui sarana lain yang dikeluarkan oleh produsen penjual. Sebaliknya
calon pembeli atau konsumen perlu hati-hati dalam menerima dan
mengelola informasi yang diperolehnya. Bagaimanapun seseorang
konsumen harus senantiasa bijaksana dalam memutuskan untuk membeli

suatu produk atau menggunakan sebuah jasa.”®

% Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (PT.Citra Aditya
Bakti,2006),69
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2. Tahapan transaksi

Setelah calon konsumen-pembeli memperoleh informasi angka
yang cukup mengenai kebutuhan, kemudian ia mengambil keputusan
apakah membeli atau tidak. Disini konsumen-pembeli mempergunakan
salah satu haknya, yaitu hak untuk memilih (menentukan pilihan).
Apabila konsumen sudah menyatakan persetujuannya, pada saat itu
lahirlah perjanjian.

Menurut hukum perdata kesepakatan harus lahir karena
bertemunya penawaran dengan penerimaan. Sebab keduanya adalah
sama-sama pernyataan kehendak pada tahap inilah disepakati apa yang
menjadi hak dan kewajiban termasuk cara pemenuhannya.”’

3. Tahapan purna transaksi

Transaksi (perjanjian, kontrak) yang sudah dibuat antara
produsen-penjual dan konsumen-pembeli tentunya masih harus
direalisasikan, yaitu diikuti dengan pemenuhan hak dan kewajiban di
antara merckasesuai dengan perjanjian yang dibuat. Tahapan ini juga

disebut tahapan akhir dalam jual beli.

7 Ibid,71



